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BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3),
Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Mukomuko;

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5936);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2424);



Menetapkan

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5680);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Penugasan kepada Perusahaan Umum (PERUM)
BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 22 tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan
Cadangan Pangan untuk Pengendalian Harga;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan
/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Ketahanan Pangan  Provinsi
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan
/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah
Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran
Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor
10);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Mukomuko Provinsi
Bengkulu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Bupati adalah Bupati Mukomuko.

Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.

Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Mukomuko.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Mukomuko.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disebut APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah  Kabupaten
Mukomuko.

Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan
di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi
manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi
keadaan darurat.



9. Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah
Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola
atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

10. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa benca
alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di
luar kemampuan manusia untuk mencegah atau
menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh alam berupa gemp bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah
longsor dan bencana alam lainnya.

12. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim
kekurangan pangan yangberkepanjangan sehingga
merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan
pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada
periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar
antara penyediaan dan kebutuhan.

13. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah,
masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan
dan keamanan pangannya tidak cukup untuk
memenuhi  standar kebutuhan fisiologis bagi
kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

14. Derajat Sosoh adalah tingkat pelepasan lapisan
aleuron dan lembaga dari butir beras selama proses
penyosohan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk
menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai
cadangan pangan daerah yang disalurkan dalam rangka
mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan
pasca bencana, rawan pangan transien pada daerah
terisolir, kemiskinan kronis (paceklik), musibah kebakaran
pemukiman penduduk, krisis ekonomi dan sosial dan
dalam menghadapi gejolak kenaikan harga diatas 25%
selama 2 bulan berturut-turut dan didasari rekomendasi
Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Mukomuko.

Bagian kedua
Tujuan

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa pangan

pokok beras, bertujuan :

a. Meningkatkan jangkauan/aksesibilitas, ketersediaan
dan penyaluran pangan pokok berupa beras
dimasyarakat;



b. Memenuhi kebutuhan pangan pokok berupa beras
pada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan
pasca bencana, rawan pangan transien pada daerah
terisolir, kemiskinan kronis (paceklik), musibah
kebakaran pemukiman penduduk, krisis ekonomi dan
sosial; dan

c. Menjaga stabilitas harga pangan pokok berupa beras
ditingkat masyarakat.

BAB III
SASARAN

Pasal 4

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Komoditi Beras

Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko adalah

masyarakat di lingkup wilayah Kabupaten Mukomuko yang

mengalami:

a. Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat
bencana alam atau keadaaan darurat;

b. Rawan pangan transien khususnya pada daerah

terisolir dan/dalam kondisi darurat;

Masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;

Perubahan gejolak kenaikan harga diatas 25 %;

e. Krisis ekonomi, gejolak sosial, gejala alam yang ekstrim
khususnya pada daerah terisolir;

f. Terjadinya paceklik yang berkepanjangan;

g. Masyarakat miskin yang distandarkan oleh Instansi
lain; dan

h. Masyarakat yang terkena bencana musibah kebakaran.
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BAB IV
DANA

Pasal 5

Sumber Pendanaan Cadangan Pangan Komoditi Beras
Pemerintah Daerah yaitu bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

BABV
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola
cadangan pangan komoditi beras pemerintah daerah
adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Mukomuko.

(2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan
cadangan pangan komoditi beras Pemerintah Daerah,
dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan
sebagai berikut:



a. Penanggung : Bupati Mukomuko

Jawab
b. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Mukomuko
c. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan
Cadangan Pangan Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten
Mukomuko
d. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Mukomuko;

2. Kepala Seksi Cadangan
Pangan Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Mukomuko;

3. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mukomuko;

4. Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
(BNPB) Kabupaten
Mukomuko;

(3) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Komoditi Beras
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), bertanggung jawab dalam penyediaan, pengelolaan,
dan penyaluran Cadangan Pangan Komoditi Beras
Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB VI
MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 7

Mekanisme penyediaan Cadangan Pangan Komoditi Beras
Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tertuang dalam
Surat Perjanjian antara Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Mukomuko dengan Perusahaan Umum (PERUM)
Badan Urusan Logistik (BULOG) Drive Bengkulu, dengan
ketentuan:

a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai
cadangan pangan daerah merupakan kualitas medium,
dengan kualitas kadar air maksimum 14 % (empat
belas perseratus), butir patah maksimum 20 % (dua
puluh perseratus), kadar menir maksimum 2 % (dua
perseratus) dan derajat sosoh minimum 95 %
(sembilan puluh Lima perseratus) baik dan layak
untuk dikosumsi dan apabila beras yang diserahkan
tersebut tidak sesuai dengan kualitas di atas, maka
PERUM BULOG berkewajiban mengganti beras
tesebut;

b. Nilai/harga beras yang disepakati antara Dinas
Ketahanan Pangan dengan PERUM BULOG untuk
setiap kilogram sesuai ketentuan harga penjualan
beras PERUM BULOG berdasarkan ketetapan oleh
Menteri Keuangan Republik Indonesia;



c. Apabila terjadi perubahan atas nilai/ harga penjualan
beras yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri
Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan
diadakan addendum/perubahan harga beras untuk
menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;

d. PERUM BULOG bertanggung jawab untuk memelihara
dan mempertanggung jawabkan kualias beras agar
tetap sesuai dengan kondisi asalnya; dan

e. Nilai/harga beras yang disepakati sebagaimana
dimaksud pada huruf b diterima dipintu gudang
PERUM BULOG.

Pasal 8

PERUM BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan
mempertahankan kualitasnya secara terus menerus dalam
jangka waktu perjanjian masih berlangsung terhitung sejak
ditanda tanganinya perjanjian kerja sama.

BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 9

Mekanisme pengeloaan beras untuk Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Mukomuko tertuang
dalam Surat Perjanjian kerja sama antara Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko dengan
Perusahaan Umum (PERUM) Badan Urusan Logistik
(BULOG) Drive Bengkulu.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 10
(1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan berdasarkan
Perintah Bupati.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Bupati memerintahkan KepalaDinas Ketahanan
Pangan melalui Dinas Sosial Kabupaten
Mukomuko untuk menyalurkan cadangan beras
Pemerintah  Kabupaten kepada  masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi
untuk mendapatkan informasi tentang jumlah
rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima
bantuan;



(3)

Hasil Identifikasi disampaikan kepada Kepala
Dinas Ketahanan Pangan melalui Dinas Sosial
Kabupaten Mukomuko dengan melampirkan data
dan informasi mengenai jumlah rumah tangga
penerima bantuan dan kebutuhan beras yang akan
disalurkan;

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga
sasaran penerima dan penyaluran dilakukan
sampai kantor kepala desa/ kelurahan sebagai titik
bagi;

Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan dari
gudang sampai titik bagi ditanggung oleh
pemeritah kabupaten;

Tim Pelaksana Kabupaten bertanggung jawab
dalam mengupayakan kelancaran penyaluran
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten
dari gudang sampai titik bagi;

Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara
Serah Terima bantuan kepada titik bagi yang
diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat
setempat.

Penyaluran berdasarkan usulan Camat (BottomUp)
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Camat mengusulkan Kepada Bupati melalui Dinas
Ketahanan Pangan untuk disalurkan Cadangan
Pangan Pemerintah Kabupaten bagi rumah tangga
yang mengalami kerawanan pangan transien,
bencana alam,cuaca ekstrim, bencana sosial,
Bencana musibah kebakaran, paceklik
berkepanjangan dan/atau gejolak harga;

Tim Pelaksana Kabupaten melakukan verifikasi
jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten
sebagaimana diusulkan oleh Camat;

Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan
informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima
bantuan dan kebutuhan beras yang akan
disalurkan;

Kepala Dinas Ketahanan Panganmelaporkan hasil
verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati
danmeminta persetujuan penyaluran Cadangan
Pangan Pemerintah Kabupaten;

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan jumlah
rumah tangga sasaran.

Tim Pelaksana Kabupaten bertanggung jawab
terhadap kelancaran penyaluran Cadangan Beras
Pemerintah Daerah Kabupaten.

Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara
Serah Terima bantuan yang diketahui Kepala
Desa/Lurah dan Camat setempat;



Pasal 11

Titik bagi penyaluran beras sebagai cadangan pangan
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran
sampai dengan kantor pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 12

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan
pokok daerah dari gudang PERUM BULOG Drive Bengkulu
penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah.

Pasal 13

Jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud pada pasal
10 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan
kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari
dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim
Pelaksana Kabupaten.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 14

Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana
akibat bencana alam dan/atau keadaaan darurat,
dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Mukomuko kepada Bupati yang memuat jumlah
penggunaan di Kabupaten termasuk Kecamatan, Desa dan
kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras
Daerah di gudang penyimpanan PERUM BULOG Drive
Bengkulu sebagai Pengelola secara periodik atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Mukomuko Nomor 35 Tahun 2017 tentang Cadangan
Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko (Berita
Daerah Kabupate Mukomuko Tahun 2017 Nomor 35)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita ~Daerah  Kabupaten
Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal py sepremBer 2018

//

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal g czp 2018

KRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



